
BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAV/ESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 2 9  TAHUN 2017

TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAR PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIM ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,
Menimbang :  bahwa 'untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9  Peraturan

Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan d a n  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ranggai Laut,  perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas, Fungsi dart Tata  Kcrja Dinas Perhubungan
Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Banggai L a u t  d i  Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara  Republ ik  Indonesia Ta h u n  2 0 1 3
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5398);

2. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  Nomor 244 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2 0 1 5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2 0 1 5  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  Nomor  5 8 ,
Tambahan L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a
Namur 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun  2 0 1 6  tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 6  Nomnr 11 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peratur©n Daerah Kabupaten Banggai L a u t  Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banggai L a w .  (Lembaran D a e r a h
Kabupaten Banggai Laut  T a h u n  2016  Nomor 7 ,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai L a u t
Nomor 21);



MEMUTUSKAN :
Mcnetapkan P E R AT U R A N  BUPATI TENTANG U R A I A N  TUGAS, FUNGSI

DAN T A T A  K E R J A D I N A S  PERHUBUNGAN KABUPATEN
BANGGAI LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ba.nggai Law..
2. Pemerintah Daerah adala.h Bupat i  s e b a g n i  u n s u r

penyelenggara Pemerintahan D a e r a h  y a n g  mcmimpin
pelaksanaan u r u s a n  Pemerintahan y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Banggai Lam.
5. Dimas Perhubungan adalah Dinar Perhubungan Kabupaten

Banggai Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

Banggai Laut.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan

Kabupaten Banggai Laut.
8. Kepala B i d a n g  a d a l a h  Kepa la  B i d a n g  p a d a  D imas

Perhubungan Kabupaten Banggai Law_
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Perhuhungan Kabupaten

Banggai Laut.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Perhubungan

Kahupaten Banggai Law.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang melaksanakan

kegiatan teknis  operasional d a n /  atau kegiatan teknis
penunjang yang mempw-iyai wilayah ker ja  s a t u  a m u
beberapa wilayah kecamatan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu saruan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kcahlian atau
keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pass! 2

(1) Dinas Perhubungan merupakan Unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.



BAB I I I
TUGAS DAN FUN GSI

Pasal 3

(1)Ulnas Perhubungan mernpunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan U r u s a n  Pemerintahan y a n g  m e n j a d i
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Kabupaten.

(2) Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
ayat (1), Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidang Perhubungan;
h. pelaksanaan kebijakan dibidang Perhubungan;
e pelaksanaan e v a l u a s i  d a n  p e l a p o r a n  d i b i d a n g

perhubungan;
d. pclaksanaan administrasi dings dibidang Perhubungan;

dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait

dengan tugas (inn fungsinya.

BAB I V
SUSUN AN ORGANISASI

Pasal 4

Pada.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atns
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membaw•ahi

1. sub  Bagian Keuangan dan Asct; dan
2. sub  Umum dan kepcgawaian.

c. Bidang Perhubungan Law. dan LLASDP, membawahi :
1. seksi La lu  Lintas Angkutan L a u t  dan  Keselamatan

Pelayaran;
2. seksi Kepela.buhanan; dan
3. seksi L a l u  L intas Angkutan Sungai,  D a n a u  d a n

Penyebrangan.
d. Bidang Perhubungan D a r a t  d a n  Keselamatan J a l a n ,

membawahi :
1. seksi Manajemen Rekayasa dan Analisis Dampak Lalu

Lintas;
2. seksi Keselamatan dan Tehnik Kendaraan; dan
3. seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi
1. 'scksi Percncanaan;
2. seksi Pengendalian dan Pelaporan; dan
3. seksi Data dan lnformasi.

f. U  FM; dan
g- Kelompok Jabatan Fungsional_



BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5
Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas melakukan
urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan
tugas pembantuan dibidang Perhubungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi
a. pengumpulan dan Pengelolaan data penyusunan rencana

dan p r o g r a m  b i d a n g  Perhubungan K a b u p a t e n
Banggai Laut;

b. penyiapan Perumusan kebijakan pelaksanaan dibidang
Perhubungan di Kabupaten Banggai Laut;

c. pelaksanaan koordinasi pengendalian da_n pengawasan
serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan/
Transportasi Darat, Laut; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
scsuai togas dan fungsinva.

Bagian Kedua
Se kretaris
Paragraf 1

U m um

Pasal 6
11) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas daiam

menyelenggaralcan pelayanan administrasi, merencanakan,
memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
program/ kegiatan a s e t  d a n  pengembangan d ib idang
Kepegawaian serta pembinaan organisasi;

(2) Dalam melaksanakan togas sebagaimana tcrsebut pada
ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
a. perencanaan operasional k e r j a  sekretariat D i n a s

berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan
scbagai pedoman kerja;

b. pengkoordinasian segala kegiatan antara bidang dalam
lingkup Dinas

c. penguturan dan membina kerjasama dalam pengurusan
administrasi Dinas;

d. pemberian pe tun juk  a n a l  i si s d a n  pengembangan
lingkungan Dinas;

e. pengkoorditutsian perencanaan program, pelaksanaan,
pengendalian cvaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

f. pemberian petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan
dan latihan dalam rangka pengembangan sumber days
aparatur Dinas;



J.
k.

g. pengaturan urusan t a t s  usaha,  perencanaan program,
keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian;

h. pengaturan tata naskah dinar dan rumah tangga Dinas;
i. Pemberian pe tun juk  peme[iharaan keamananan d a n

ketertiban dalam lingkungan D inas ;
pembinaan perpustakaan Dinas;
pembinaan dan mengarahkan pelaksanaan tugas sub bagian
perencanaan program dan sub bagian keuangan dan asct
serta sub hagian Umum clan kepegawaian;

1. pengembangan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan
program dan sub bagian keuangan dan asset serta sub
bagian kepegawaian dan LITTIUM;

m. pengevaluasian pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan
program dan sub bagian keuangan dan aset serta sub bagian
kepegawaian dan umum;

n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat Dinas kepada
Kepala Dinas; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan  dan A s e t

Pasal 7

Bagian Kcuangan clan Aso rnempunyEn fungsi :
a. merencanakan kcgiatan dan  program kerja s u b  bagian

keuangan d a n  a s c t  berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. menghimpun d a n  mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis,pedoman serta bahan -  bahan
lainnya yang  berhubungan dengan tugas s u b  bagian
keuangan dan aset;

c. mengumpulkan, m e n g o l a h  d a t a  d a n  In fo r rnas i ,
menginventarisasi permasalahan s e r t a  melaksanakan
pemecahan permasalahan y a n g  berhubungan dengan
keuangan dan aset;

d. melaksanakan a n a l i s i s

e. merencanakan,
mengevaluasi d a n
keuangan dan aset;
melaksanakan analisis

keuangan, perbendaharaan,
verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran d a n
pelaporan keuangan Berta aset Dinas;

melaksanakan, m e n g e n d a l i k a n ,
melaporkan kegiatan s u b  bagian

dan pengembangan kineda s u b
bagian keuangan dan aset;
melaksanakan administrasi keuangan dan asct;

b. melaksanakan p e m b i n a a n  t e r h . a d a p
penerimaart pengeluara n dan penyimpan / pengurus
Dinar;

bendahara
barang



t. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf sub bagian
keuangan dan aset;

J. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf sub bagian keuangan dan
aset;

k. melaporkan basil pelaksanaan tugas staf sub bagian keuangan
dan aset kepada Sekertaris; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diherikan oleh sekretaris sesuai
tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi
a. merencanakan kegiatan d a n  program k e r j a  s u b  bagian

kepegawaian d a n  u m u m  berdasarican ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan telcnis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas sub bagian kepegawaian dan umum;

c. mengumpulkan, m e n g o l a h  d a t a  d a n  i n f o r m a s i ,
rnenginventari Sa si permasa lahan  s e r t a  me laksanakan
pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas
tugas urusan kepegawaian dan umum;

d. memberikan pelayanan t a t a  n a s k a h  d i n a s ,  kearsipan,
perpustakaan, k o m u n i k a s i ,  p e n g e t i k a n /  penggandaan/
pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;

e. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja,
ruang rapatipertemuan, komunikasi d a n  sarana/prasarana
Dinas;

1. melaksanakan pengurusan perjalanan dims, kendaraan dinas,
kearnanan kantor  serta pelayanan kerumahtanggaan yang
tainnya;

g. memfasilitasi u s u  I an. pcngadaan, pengangkatan, m u  ta si,
kesejahteraan p e g a w a i ,  c u t i ,  p e n i l a i a n ,  p e m b e r i a n
sanksi/ hukuman, d a n  pemberhentian/pensiun, s e r t a
pendidikan dan pelatihan pegawai;

h. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan
dan pengadaan perlenglcapan/sarana kerja serta inventarisasi,
pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf sub bagian
kepegawaian dan umum;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf sub bagian kepegawaian
dan umum;

k. melaporkan h a s i l  pelaksanaan t u g a s  s t a f  s u b  bagian
kepegawaian dan umum kepada Sekretaris; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberilcan oleh Sekretaris sesuai
tugasnya.



1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai tugasnya.

Bagian Ketiga
Paragraf

Bidang Sarana dan Prasarana
Pasal 9

II) Bidang Sarana (inn Prasarana mempunyai tugas membantu
kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan dibidang Sarana dan
Prasarana;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaitnana diniaksud pada ayat
(1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi
a. menvusun perkiraan kebutuhan dan permintaan angkutan

orang dan angkutan barang dengan kendaraan umum d i
Kabupaten;

b. menvusun jaringan t rayek  d a n  penetapan kebutuhan
kendaraan u n t u k  kebutuhan angkutan y a n g  wi layah
pclayanan dalam suatu Kabupaten;

c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian permohonan izin
trayek angkutan pedesaanfangkuta_n kota;

d. menyiapkan bahan penetapan w•ilayah operasi dan kebutuhan
dan kendaruan u n t u k  angkutan t a k s i  y a n g  wilayah
pelayanannya dalam satu Kabupaten;

e. menyiapkan bahan binaan dan pengendalian iz in operasi
angkutan taksi yang melayani wilayah Kabupaten;

f. menyiapkan bahan rekomendasi operasi angkutan sewa dan
angkutan antar jemput;

g. menyiapkan bahan binaan d a n  pengendalian iz in  usaha
angkutan orang dalam Kabupaten

h. menyiapkan bahan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan
umum dalam Kabupaten;
menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan jaringan lalu
lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kabupaten;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan angkutan
orang dan angkutan barang; dan
melaksanakan tugas lain yang diberilcan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Se icsi Perencanaan

Pasal 10
Seksi Perencanaan mempunyai fungsi:
a. merencanakan kegiatan d a n  program kerja seksi bagian

perencanaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

b. rnenghimpun d a n  mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis,pedoman serta bahan-bahan
lainnya y a n g  berhubungan dengan tugas  s u b  bagian
perencanaan;



c menghimpun d a n  menyiapkan bahan-bahan s e c a r a
menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan Badan;

d. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan
bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan
rencana kerja tahunan stratejik Dinas;

e. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara
period i k;

1. menyiapkan Penyusunan Dokumen Pengguna Anggaran
(DPA) Ulnas;

g. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan
Badan;

h. melaksanakan m o n i t o r i n g  t e r h a d a p  p e l a k s a n a a n
programikegiatan Dinas serta menyiapkan tindak lanjut
hasil monitoring;
menyiapkan bahan dan  memfasilitasi pelaksanaan rapat
koordinasi tingkat kabupaten dan Propinsi;

j. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan/
kegiatan kcpegawaian dan menyusun Henstra, LAKIP [Arias;

k. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas star sub
bagian perencanaan;

1. mengevaluasi pelaksanaan t u g a s  s t a r  s u b  b a g i a n
perencanaan;

m_ melaporkan hasi l  pelaksanaan tugas s ta r  s u b  bagian
perencanaan kepada Sekertaris; dan

n. melaksanakan tugas main yang diberikan nleh sekretaris
sesuai tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengendalian dan Pelaporan

Pawl 11

Seksi Pengendalian dan Pelaporan mernpunyai fungsi :
a_ menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian t u g a s

Dinas Perhubungan di Hidang pembinaan, pengendalian dan
pelaporan kerja;

b. me m pelaj ari peraturan p e r u n  dar tg-u n dan k e b i j a k a n
teknis, pedornan teknis maupun pedoman pelaksanaan
lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;

c menyiapkan b a h a n  r e n c a n a  c l a n  melaksanakan
penyelenggaraan bimbingan dun pengendalian;

d. menyiapka.n b a h a n  penyusunan l a p o r a n  p e d o m a n
pelaksanaan dan bimbingan pengendalian operasi;

e. menyiapkan bahan laporan dan melaksanakan pembinaan
kesclamatan;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan pettgal.vasan dan
pengendalian operasional,

g. menyiapkan b a h a n  d a n  mcnganalisis daerah  r a w a n
keeelakaan dan usaha pencegahan kecelakaan lainnya;



menyiapkan bahan laporan dan melaksanakan pembinaan
keselamatan;

i. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan
evaluasi kegiatan

j. penyelenggaraan bimbingan dan pelaporan.;
k. menyusun b a h a n  laporan  kegiatan penyelenggaraan

bimbingan dan pengendalian operasional; dan
1. melaksankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 4
Seksi Data dan Informasi

Pasal 12

Seksi data dan inforrnasi mempunyai fungsi :
a. melaksanakan pengumpulan data;
b. melaksanakan verifilcasi data,
c. melaksanakan klasifikasi data;
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi j lembaga terkait

guna mendapatkan bahan sajian media informasi dan ;
e. melaksanakan pengolahan data;
f. melaksanakan perelcarruin, updating dan pengamartan data;
g. melaksanakan indentifikasi permasalahan dan anasis data;

dan
h. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang data dan informasi sesuai bidang dan tugasnya

Bagian Keempat
Paragraf 1

Bidang Perhubungan Darat dan Keselamatan Jalan

Pasal 13

(I) Bidang Perhubungan Darat dan Keselamatan Jalan mempunyai
tugas rncmbantu kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan
dibidang manajemen dan rekayasa lalu Lintas, Angkutan orang
don Barang, Pengendalian dan operasi;.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagpimana dimaksud pada ayat
( I I, Bidang perhubungan D a r a t  d o n  Keselamatan Ja lan
mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan main:kit:men daft  rekayasa. Lalu Lintas

Angkutan Darat sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. penyelenggaraan analisa mengenai dampak Lalu Lintas;
c. pengat-uran, pengawasan dan pengendalian operasional Lalu

Lintas dan angkutan;
d. pereneanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan d a n

pemeliharaan lalu Lintas Darat dan taut;
e. pelaksanaan pemberian bimbingan d a n  pengawasan

penyelenggaraan Angkutan orang, Angkutan Barang dan
Angkutan khusus;



f. pemeberian rekornendasi perizinan Bidang lalu Lintas dan
Angkutan Dar-at;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan ciarat;

h. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian perwujudan transportasi Jalan;

i. menyusun rencana umum  jaringan transportasi Jalan
perkotaan; dan

j_ meLalcsanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Manajemen rekayasa dan Analisis

dampak Lalu Lintas

Pasal 14

Seksi Manajemen Rckayasa dan Analisis Dampak Lalu Lintas
mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas

Dinas ['erhubungan d i  Bidang Manajemen dan Dampak
Rekayasa Lalu Lintas;

b. mempelajari peraturatt Perunciang-undangan kebijakan
teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan
Iainnya yang berhubungan dengan tugasnya;

c. menyiapkan b a h a n  r e n c a n a  d a n  melaksanaat t
penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu Lintas;

d. menyiapkan bahan tnenyusun pedoman pelaksanaan dan
teknis penyelcnggaraan manajemen d a n  rekayasa l a l u
'Anti's;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan Lalu
Limas pada jalan Kabupaten serta jalan Propinst dan jalan
Nasional di Ibukota Kabupaten;

f. menyiapkan bahan dan mereneanakan pengadaan serta
melaksnakan penempatan d a n  pemeliharaan a l a t
perlengka pan jalan;

g. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan
evaluasi kegiatan penyelenggaraan manajemen d a n
rekayasa lalu Lintas;

h. menyusun b a h a n  Iaporan  kegiatan penyelenggaraan
manajemen dan rekayasa Lalu Limas; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan °lett pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 3
Seksi Keselamatan dan Teknik  Kendaraan

Pasal 15

Seksi Keselamatan dan teknik kendaraan mempunyai fungsi :
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan

anggaran Bidang pengendalian operasional sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dun dokurnen pelaksanaan
anggaran Bidang pengendalian operasioanl sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar tcknis
pelaksanaan keselama tan dan teknik kendaraan;

d. melaksanakan kegiatan pembinaan teknik bengkel karoseri
kendaraan bermotor;

e. melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi bengkel
kendaraan bermotor untuk melakukan uji berkala;

1. melaksanakan kegiatan keordinasi pengawasan d a n
penertiban usaha bengkel karoseri kendaraan bermotor;

g. melaksanakan kegiatan penanggulangatt kecelakaan Lalu
Lintas;

h. melaksanakan kegiatan analisis kecelakaan terhadap teknik
kendaraan bermotor;

i. menglu.tuputi, ruci tgolah,  m e r t m j i k a n ,  memel ihara ,
mengembangkan dan mernantaatkan data dan informasi
kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan;

j. menyusun b a h a n  ber i ta  acara  has i l  penelitian Gsik
kcndaraan bermotor produksi karoseri,

k. menyiapkan bahan pemberian sertifikat registrasi uj i  tipe
berdasarkan berita acara hasil penelitian dan penilaian Esik
kendaraan bermotor produksi karoseri;

1. melaksana.kan kegiatan penelitian rancang bangun dan
rckayasa kcndaraan bermotor yang di modifikasi (selain
perubahan sumbu dun jarak sumbu);

m. mengkoordinasikan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Pengendalian Operasional;

n. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan
tugas seksi keselamatan dan teknik kendaraan; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 16
Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
a. rnenyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas

Dinas Perhubungan di Bidang Angkutan orang;



b. mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan
teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan
lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
menyiapkan b a h a n  r e n c a n a  d a n  mclaksanakan
penyelenggaraan angkutan orang;

ii. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelnksanaan dan
teknis penyelenggaraan angkutan jalan;

e. menyiapkan bahan dan menyusun poin angkutan jalan;
L. menyiapkan bahan pengaturan dan menyusun jalur dan

jaringan Lalu Lintas;
g. menyiapkan bahan dan menyusun sistern kebutuhan dan

menyelcnggarakan angkutan jalan;
h. menyiapkan b a h a n  d a n  melaksanakan birnbingan,

penilaian teknis dan pengolahan data perizinan angkutan
orang;

i. menyiapkan bahan d a n  melaksanakan bitnbingan d a n
pengendalian pefusahann angkutan;

j. menyiapkan bahan perumusan penetapan tarif angkutan
jalan;

k. menyiapkan b a h a n  pengembangan d a r t  pendapatan
terminal dart parker;

1. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan
evaluasi kegiatan penyelenggaraan angkutan °rang;

m. menyusun b a h a n  laporan kegiatan penyelenggaraan
angkutan jalan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
scsuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kellam
Paragraf 1

Bidang Perhubungan Taut dan LLASDP

Pasal 17

(n Bidang perhubungan Law. dipimpin oleh seorang kepala bidang
mempunyai tugas merrncanakan operasionalisasi, memberikan
tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi
dan melapnrkan penyelenggaraan t u g a s  d i  b i d a n g
perhubungan taut meliputi angkutan taut, pelahuhan serta
penunjang keselamatanpelayaran.

(2) Dalam menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ,  Kepala Bidang Perhubungan Taut d a n  LLASDP
mempunyai fungsi
a. penyusunan kebijakan teknis bidang Law. dan LLASDP;
b. menyelenggarakan program kegiatan bidang ' ,nut d a n

LLASDP;
c. pernbinaan, pengkoordinasiaan, pengendalian penguasaan

program dan  kegiatan kepala seksi dan  pejabat non
struktural dalam lingkup taut dan LLASDP;



(3)

d. penyelenggaraan evaluasi program data kegiatan kepala
seksi dan pejabat non struktural dalam bidang Iingkup laut
dan LLASDP;

Rincian tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2) sebagai
berikut:
a. merencanakan dan mcnyclettggarakan rencana kerja sesuai

tugas pokok dun fungsinya;
b. merumuskan k e b i j a k a n  t e k n i s  penyusunan  d a n

penyelenggaraan manajemen kepelabuhanaan;
c. menyusun rencana dan program pcmeliharaan prasarana

kepelabuhanan;
d. mclakukan pengendalian teknis  pengawasan kegiatan

operasional, perencnnaan, pengadaan, penetapan lokasi
pemasangan dan  pemeliharaan a la t  bantu keselamatan
pelayaran dan LLASDP:

c. melakukan pengendalian teknis sarana d a n  prasarana
kepelabuhanan;

f. membuat laporan pelasanaan kepacia atasan;
g. mengevaluasi pclalcsanaan tugas bawahannya; dan
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi lalu Lintas Angkutan Laut dan

Keselamatan Pelayaran

Pasal 18

Seksi Lalu Lintas Anggkutan Laut dan kcselamatan Pclayaran
mempunyai fungsi
a. menyiapkan b a h a n  p e r u m u s a n  k e b i j a k a n  t e k n i s

pembin.aan, pengendalian d a n  pengawasan kegiatan
angkutan laut pelayaran rakyat;

h. menyiapkan b a h a n  p e r u m u s a n  k e b i j a k a n  t e k n i s
pengawasan keg ia tan  b o n g k a r  m u a t  b a r a n g  d a n
penumpang, serta usaha penunjang kinerja;

c. menyiapkan bahan perumusan teknis pengendalian dan
pengawasan kegiatan pelayaran samudcra, nusantara,
pelayaran rakyat dan perintis;

d. mclaksanakan pengawasan pengukuran serta pendaftaran
kapal berukuran GT.7 ke bawah /  trayek;

e. melakukan pemeriksaan terhactap persyaratan kelaikan dan
perlengkapan kapal GT.7 kc bawah;

1. rnelaksanakan pcngawasan dan pemeriksaan alat bantu
navigasi dan perlengkapan keselamatan di rims kapal;

g. memeriksa d a n  melaporkan secara  berjenjang has i l
pemeriksaan muatan manifest kapal OT.7 ke bawah; dan

h. mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh pimpinan.



Paragraf 3
Seksi Kepelabuhanan

Pasal 19

Seksi kepelabuhan mempunyai fungsi :
a. menyiapkan K a h a n  p e r u m u s a n  k e b i j a k a n  t e k n i s

pengendahan dan pcngawasan pengusaha dan pengelolaan
pelabuhan, pengelolaan d e r m a g a  d a n  pengawasan
pelabuhan, pelayaran retrihusi pendataan kapal perthu
ilabuh tarnbar);

b. menyiapkan bahan  d a n  perumusan kebijaka.n teknis
pemandu yang  menggcrakan kegiatan pengembangani
pemeliharaan fasilitns pelabuhan Berta pendalaman kularn
dan jalur pelayaran;

c. mclakukan p e n  anggulan gan peneemaran d ikawasan
pelabuhan;

d. melak-ukan patroli dan bantuan SAR dipelabuhan;
e. menyiapkan bahan perumusan d a n  kebijakan teknis

pemberian izin kerja keruk;
f. melaksanakan pernantauati, pengumpulan data, analisis

serta evaluasi kinerja operasional pelabuhan;
g. menyusun d a n  mengkordinasikan penetapan ta r i f  jasa

fasilitas pelabuhan;
h. metaksanakan inventarisasi, pemantauan, penp,awasan,

pemeliharaan dan pembinaan fasilitas pelabuhan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seks1 Latu Lintas Angkutan Sungal

Danau dan Penyeberangan

Pasal 20

Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
mempunyai fungsi
a. penyusunan rencana kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
h. penyusunan d a n  penetapan rencana u m u m  jaringan

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
c. pcnyusunan d a n  penetapan rencana u m u m  l i n t a s

penyeberangan dalarn Kabupa.ten;
ci. pengoperasian p e l a b u h a n  s u n g a i ,  d a n a u  d a n

penyeberangan;
c. pengkajian, penentuan dan pengendalian tarif  angkuuui

sungai, danau dan penyeberangan;
1. pemberian Iayanan perizinan di bidang angkutan sungai,

danau dan penyeberangan;
g. pemantauan, pengevaluasian d a n  pelaporan pelaksana

tugas Seksi Manajemen Lalu Lintns Angkutan Sungai,
Dar utu dan Penyeberangan;



J.

h. pengadaan k a p a l  A n g k u t a n  S u n g a i ,
Penyeberangan;
pengadaan, pemasangan clan pemeliharaan
Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan;
pelaksana pencegahan dan  penanggulangan

Danau d a n

Rambu Lalu

keeelakaan
Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
dan

k. pelaksana tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang
Laut d a n  l a l u  Lintas Angkutan Sungai, Danau  d a n
Penyeberangan sesuai dengan rugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPTD

Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjulnya disebut UPT Dinas
adalah tinsur pelaksana teknis dinar yang melaksanakan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jai:vat). wewcnang dan hak pc:gavial negeri sipil
dalam suatu  satuan organisasi da lam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan  a tau  ketrampilan tertentu yang
bersifat mandiri.

BAB VT
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib mencrapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
rnasing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah
daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Sctiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawa.hannya
rnasing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
lungkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin
clan mengkoordinasikan b a w a h a n  t e a s i n g -messing d a n
memberikan birnbingan serta petunjuk Magi pelaksanaan tugas
bawahannya.



Mr"

masing dan memberikan himbingan serta perunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap Pimpinan satuan organisa,si wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunva.

(5) Setiap laporan y a n g  diterima oleh Pimpinan satuan
organisasi dari bawahannva wajib diolah dan dipergunakan
scbagai Kahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk membenkan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada scat Peraturan Bupati in i  mulai berlaku, Peraturan
Bupati Banggai Laut Nomor 14 Tahun 2014 tentang Uraian
Tugas, Fungsi dan. Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perhubungan Kabupaten Banggai L a u t  (Ber i ta  Daerah
kabupaten Banggai Laut Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan
dinyatakan Lidak be ria ku.

Pa sal 2 5

Peraturan Bupati uu mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap nrang dapat  mengetahuinya. memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini  dengan penempatannya
dalam bents Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 1  j u e l ,  2.O(

BUPATI BANGGAI LAUT,

F l

WENNYpiKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT7BANGGA1 LAUT,

yURQANUDDIN,M
.•-

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR 23


